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PT Danareksa (Persero)

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

NOMOR : KD-46/042/DIR/BPP
NOMOR : KEP-06/DK-DR/VIII/2022
TENTANG
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CORPORATE GOVERNANCE POLICY)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

Menimbang

o

bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
Grup Danareksa telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi
dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor Direksi
KD-41/035/DIR dan Nomor Dewan Komisaris KEP-04/DK-DR/X/
2017 tanggal 18 Oktober 2017;

b. bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
5-7/D.05/2022 tanggal 22 April 2022, PT Danareksa (Persero) tidak
lagi diawasi olen OJK dan disetujui pula pembubaran Grup
Keuangan Danareksa (Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa);

c. bahwa dengan tidak diawasinya lagi Danareksa oleh OJK dan
dibubarkannya Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa
sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas, maka diperlukan
penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola perusahaan agar sesuai
dengan karakteristik bisnis Holding Danareksa sehingga dapat
menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan dengan tetap
berpegang kepada prinsip Good Corporate Governance,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c di atas, perlu mengatur kembali dan menetapkan
Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy);

Mengingat . 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976
tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) “Dana Reksa”;

4. Peraturan.../2 zﬁ{
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4, Peraturan Menteri Badan Usaha Milikk Negara Nomor
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
SK-323/MBU/10/2020  tentang Pemberhentian,  Perubahan
Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;

6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milk Negara Nomor
SK-324/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Danareksa;

7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
SK-183/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;

8. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/
Paramenter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara;

9. Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero), yang telah diubah secara
keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dan berikut dengan segenap pengubahan, terakhir dengan Akta
No.10 tanggal 28 Juni 2022, dibuat dihadapan Nurhasanah, SH,
MKn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0047332.AH.01.02. TAHUN
2022 tanggal 8 Juli 2022 dan penerimaan pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan HAM Rl sebagaimana ternyata dalam
surat No. AHU-AH.01.023-0262811;

10. Keputusan  Direksi  PT  Danareksa  (Persero)  Nomor
KD-45/026/DIR/BPP tanggal 28 Juni 2021 tentang Kebijakan Tata
Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan;

11. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor
KD-45/038/DIR/BPP tanggal 18 Agustus 2021 tentang Kebijakan
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;

Memperhatikan.. ./3/},{
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Memperhatikan :  Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem
Manajemen Anti Penyuapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE POLICY).

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy)
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Insan Danareksa dan para pemangku kepentingan dalam
penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan
Holding Danareksa.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Direksi dan Dewan
Komisaris:

1. Nomor KD-41/035/DIR dan Nomor KEP-04/DK-DR/X/2017 tentang Pedoman Tata Kelola
Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa tanggal 18 Oktober 2017,

2. Nomor KD-42/004/DIR dan Nomor KEP-01/DK-DR/II/2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Perusahaan Anak Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa; dan

3. Nomor KD-40/042/DIR dan KEP-09/DK-DR/XI/2016 tanggal 24 November 2016 tentang
Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Danareksa
(Persero) dan Perusahaan Anak;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan
pembetulan seperlunya.

Ditetapkan  : di Jakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2022

DIREKSI.../4 44
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DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)
Arisudono R. Muhammad Irwan
Direktur Utama Direktur SDM dan Hukum
Christophorus Dedi Setiawan Soemijantoro Muhammad Teguh Wirahadikusumah
Direktur Investasi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
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Robert Pakpahan™

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Komisaris Komisaris
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan PT Danareksa (Persero)
("Danareksa”) dan sejalan dengan perkembangan bisnis/usaha Perusahaan, diperlukan tata
kelola (Good Corporate Governance - GCG) yang baik sesuai dengan praktek terdepan (leading
practice) dan ketentuan perundang-undangan.

Tata kelola perusahaan yang baik dan efektif diperlukan dalam rangka antara lain:

a.  Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan bisnis Danareksa telah dikelola dengan baik dan
risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian strategi dan tujuan Danareksa telah
diidentifikasi dan dimitigasi secara memadai.

b.  Memberikan assurance bagi para pemangku kepentingan bahwa Danareksa telah
menjalankan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

&} Mendukung peningkatan proses pengambilan keputusan yang efektif dalam pelaksanaan
strategi dan kegiatan bisnis Danareksa.

Dalam rangka penerapan GCG tersebut, Danareksa telah menyusun Pedoman Tata Kelola
Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-41/035/DIR dan Nomor KEP-04/DK-DR/X/2017
tanggal 18 Oktober 2017.

Mempertimbangkan perkembangan terkini dari kegiatan/bisnis Danareksa, perubahan status
Danareksa yang tidak lagi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pembubaran Grup Keuangan
Danareksa, serta masukan dari pihak-pihak terkait, maka perlu dilakukan revisi/penyesuaian atas
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa dan merubah nama
dokumen hasil revisi menjadi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy).

Maksud dan Tujuan

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) ini dimaksudkan untuk menjadi
pedoman dalam menerapkan GCG di Danareksa.

Penerapan GCG bertujuan untuk:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan usaha Danareksa melalui pengelolaan yang
didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi
serta kewajaran dan kesetaraan.

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perusahaan,
yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Mendorong pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang didasarkan
pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

4. Mendorong terlaksananya tanggung jawab sosial Danareksa terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan.

5.  Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan
pemangku kepentingan lainnya.

6.  Meningkatkan kontribusi Danareksa dalam perekonomian nasional.

PT Danareksa (Persero)
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C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Kebijakan ini meliputi:
Visi, misi, nilai-nilai dan kebijakan perusahaan.
Prinsip-prinsip GCG.
Struktur tata kelola perusahaan.
Kebijakan pokok tata kelola perusahaan.
Tata kelola hubungan induk dan anak perusahaan/entitas asosiasi.
Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.
Tata kelola terintegrasi Holding Danareksa.
Kerangka tata kelola terintegrasi bagi anak perusahaan/entitas asosiasi.
Sosialisasi, implementasi, evaluasi dan pengukuran penerapan GCG.

B0 0o M joN B ds L ko o=

D.  Pengertian Umum
1. Danareksa atau Perusahaan adalah PT Danareksa (Persero).

2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya
disebut GCG adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility),
independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness).

3. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), —pertanggungjawaban
(responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan
kewajaran (fairness) secara terintegrasi dalam Holding Danareksa.

4.  Induk Perusahaan (Holding Company) adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih
perusahaan lain dan mengendalikannya. Dalam hal ini, Danareksa adalah sebagai Induk
Perusahaan (Holding Company).

5. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh
Danareksa dan/atau laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan
Danareksa.

6.  Entitas Asosiasi adalah perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Danareksa dan
Danareksa mempunyai pengaruh/pengendalian terhadap perusahaan tersebut namun
laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Danareksa.

7.  Holding Danareksa adalah Danareksa beserta seluruh Anak Perusahaan dan Entitas
Asosiasi yang sahamnya dimiliki oleh Danareksa dari waktu ke waktu.

Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Danareksa.

10. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

11. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

M

PT Danareksa (Persero)
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14.

15.

16.

17.

18.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi
membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan
secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Holding Danareksa.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang selanjutnya disebut SKMRT adalah
fungsi/Divisi Manajemen Risiko Induk Perusahaan yang memiliki fungsi memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada masing-masing Anak Perusahaan/
Entitas Asosiasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang selanjutnya disebut SKKT adalah fungsi
Compliance Induk Perusahaan yang memiliki fungsi memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kepatuhan pada masing-masing Anak Perusahaan/Entitas Asosiasi.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang selanjutnya disebut SKAIT adalah Divisi
Internal Audit Induk Perusahaan yang memiliki fungsi memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan audit intern pada masing-masing Anak Perusahaan/Entitas Asosiasi.

Sekretaris Perusahaan adalah pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dari waktu
ke waktu.
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BAB II
VISI, MISI, NILAI-NILAI, DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

A.  Visi dan Misi

1. Perumusan visi dan misi Perusahaan dilakukan oleh Direksi dibantu seluruh jajaran
manajemen Perusahaan.

2. Visi dan misi perusahaan dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
yang merupakan rencana strategis yang berkesinambungan dari tahun ke tahun.

B. Nilai-Nilai Perusahaan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Danareksa menganut/menggunakan nilai-nilai AKHLAK
(Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Amanah.
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Amanah diterjemahkan kedalam 3 perilaku utama yang akan menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi perusahaan, yaitu:
a.  Memenuhi janji dan komitmen.
b.  Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
C. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2 Kompeten.
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Kompeten diterjemahkan kedalam 3 perilaku utama yang akan menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi perusahaan, yaitu:
a.  Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
b.  Membantu orang lain belajar.
C. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis.
Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Harmonis diterjemahkan kedalam 3 perilaku utama yang akan menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi perusahaan, yaitu:
a.  Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
b.  Suka menolong orang lain.
c.  Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4,  Loyal.
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Loyal diterjemahkan kedalam 3 perilaku utama yang akan menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi perusahaan, yaitu:
a.  Menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan, perusahaan dan negara.
b.  Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
C. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

PT Danareksa (Persero)
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Adaptif.

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Adaktif diterjemahkan kedalam 3 perilaku utama yang akan menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi perusahaan, yaitu:

a.  Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.

b.  Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.

C. Bertindak proaktif.

Kolaboratif.

Membangun kerjasama yang sinergis.

Kolaboratif diterjemahkan kedalam 3 perilaku utama yang akan menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi perusahaan, yaitu:

a.  Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.

b.  Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

c.  Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

C. Kebijakan Perusahaan

1.

Untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang
dianut, Perusahaan menetapkan kebijakan/ketentuan yang menjadi acuan dalam
pelaksanaan kegiatan Perusahaan serta pengelolaan risiko.

Kebijakan Perusahaan disusun dengan mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan perkembangan terkini dari
kegiatan bisnis Perusahaan serta leading practice.

Kebijakan Perusahaan dapat berupa kebijakan, pedoman, prosedur (standard operating
procedure), serta Keputusan Direksi lainnya.

Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan atas kebijakan Perusahaan dan apabila
diperlukan dilakukan pemutakhiran/revisi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut
selalu relevan dengan perkembangan kegiatan Perusahaan.

Perusahaan melakukan sosialisasi atas kebijakan Perusahaan kepada seluruh pegawai.

PT Danareksa (Persero)
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BAB IlI
PRINSIP — PRINSIP GCG

Danareksa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh aspek bisnis dan jajaran
Danareksa dalam rangka mencapai keberlanjutan (sustainability) perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,
serta kewajaran dan kesetaraan.

T,

Transparansi.

Transparansi (transparency) merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan
mengenai Danareksa, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang
sehat.

Penerapan prinsip transparansi antara lain meliputi:

a.  Seluruh informasi yang relevan mengenai Danareksa disampaikan secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh Pemangku
Kepentingan. Informasi yang disampaikan antara lain meliputi visi, misi, sasaran usaha dan
strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang
saham, dan informasi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perusahaan.

b.  Prinsip transparansi yang dianut oleh Danareksa tidak mengurangi kewajiban untuk
melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Danareksa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Akuntabilitas.

Akuntabilitas (accountability) merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Danareksa dapat berjalan secara transparan,
wajar, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
Pemangku Kepentingan lainnya.

Penerapan prinsip akuntabilitas antara lain meliputi:

a.  Danareksa menetapkan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing
Organ Perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi Danareksa
sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan perusahaan secara
efektif.

b.  Danareksa meyakini bahwa semua Organ Perusahaan mempunyai kemampuan sesuai
dengan tugas, tanggung jawab, dan peranannya dalam pelaksanaan GCG.

€ Danareksa memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam
pengelolaan perusahaan.

d.  Danareksa memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten
dengan sasaran Danareksa serta memiliki sistem reward and punishment.

e. Danareksa memiliki kode etik (code of conduct) dalam rangka mendukung keberhasilan
GCG.
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3. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban (responsibility) merupakan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan
peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
penyelenggaraan usaha yang sehat.

Penerapan prinsip transparansi antara lain meliputi:

a. Organ Perusahaan berupaya berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan kebijakan/SOP
Danareksa.

b.  Danareksa melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4.  Kemandirian/Independensi.

Kemandirian (independency) merupakan keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan
profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta
standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Penerapan prinsip kemandirian/independensi antara lain meliputi:

a.  Masing-masing Organ Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak
manapun, tidak terpengaruh oleh kepentigan tertentu, bebas dari benturan kepentingan
dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara obyektif.

b.  Organ Perusahaan harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan dan saling menghormati hak, kewajiban,
tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak dan keputusan yang
diambil semata-mata untuk kepentingan Danareksa.

5.  Kesetaraan dan Kewajaran.

Kesetaraan dan kewajaran (fairness) merupakan kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di
dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip kesetaraan dan kewajaran antara lain meliputi:

a. Danareksa memberikan perlakuan yang setara dan wajar (equal treatment) kepada para
Pemangku Kepentingan sesuai manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Danareksa
dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

b.  Danareksa memberikan kesempatan kepada para Pemangku Kepentingan untuk
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan Danareksa serta
membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

c.  Danareksa memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan
melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, gender dan kondisi fisik.

PT Danareksa (Persero)
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BAB IV
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Pemegang Saham

1.

Seluruh pemegang saham memiliki kesetaraan dalam memperoleh dan menjalankan
haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danareksa.

Hak Pemegang Saham.
Pemegang saham memiliki hak dasar yang sama sebagai berikut:

a.
b.

g.

Menerima surat saham/surat kolektif saham dan mengalihkan saham.

Menerima informasi mengenai perusahaan yang memadai, tepat waktu dan dalam
bentuk yang layak, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan
pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan
berdasarkan informasi yang akurat.

Menghadiri, mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS
berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk
mengeluarkan satu suara.

Memilih dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Menyetujui penunjukan auditor eksternal.

Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi
pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya
sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Hal-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas (“UU PT”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemegang Saham.
Pemegang saham memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya selaku
pemegang saham, meliputi:

a.

Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direksi setiap terjadi
perubahan alamat, penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham,
atau jaminan fidusia atas saham.

Pemegang saham melalui RUPS harus memastikan perusahaan dijalankan
berdasarkan praktik usaha yang sehat.

Pemegang saham memiliki komitmen terhadap pengembangan usaha perusahaan.

Pemegang saham dilarang mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang
menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Danareksa, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban
selaku RUPS.

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar
Danareksa dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta tunduk
pada peraturan perundang-undangan.

Perusahaan bertanggungjawab dalam menjalankan hak-hak pemegang saham, yaitu:

a.

b.

Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danareksa.

Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danareksa.

al
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C. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai Danareksa secara tepat waktu,
benar dan teratur bagi pemegang saham.

d.  Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan
memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya.
Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan
jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

e.  Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat
mengenai penyelenggaraan RUPS.

B. RUPS

1. RUPS memegang otoritas tertinggi di perusahaan dan memiliki kekuasaan yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

2. Penyelenggaraan RUPS dilakukan sesuai dengan tata tertib RUPS berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danareksa.

3. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan
dengan Danareksa dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sehubungan dengan mata
acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Danareksa.

4.  Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan dan informasi yang lengkap dan
akurat mengenai:

a.  Panggilan untuk RUPS yang mencakup tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS
dan penjelasannya.

b.  Risalah RUPS bagi setiap pemegang saham jika diminta, yang memuat pendapat baik
yang mendukung maupun yang tidak mendukung.

c.  Informasi keuangan dan lain-lain menyangkut Danareksa yang dimuat dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5.  Wewenang RUPS.
RUPS memiliki kewenangan antara lain:

a.  Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP).

Menetapkan penggunaan laba perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar Danareksa.

Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Menetapkan target kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
Menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar Danareksa
dan ketentuan perundang-undangan.

6.  Jenis RUPS.
RUPS di Danareksa meliputi:

a.  RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun meliputi RUPS mengenai persetujuan
laporan tahunan dan RUPS mengenai persetujuan RKAP.

b.  RUPS Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan Danareksa.

Ta ~mano
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C. Dewan Komisaris

1. Dewa

n Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat

bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris.

a.

3. Tugas
a.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan
yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatan pernah:

1) dinyatakan pailit;

2)  menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau
Perum dinyatakan pailit; atau

3)  dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, harus juga
memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu
sebagaimana diatur dalam Anggaran Danareksa, apabila berdasarkan kenyataan,
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1)  Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

2)  Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan
Anggaran Dasar;

3)  Terlibat dalam tindakan merugikan Danareksa dan/atau negara;

4)  Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;

5)  Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

6)  Mengundurkan diri.

Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada huruf d angka 1) sampai dengan 6) di atas, anggota Dewan Komisaris dapat
diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS
demi kepentingan dan tujuan perusahaan.

, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha
perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RIPP, RKAP serta ketentuan Anggaran
Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka
sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh
Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris:

1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa
kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa
kekayaan perusahaan;

PT Danareksa (Persero)
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2)  Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
perusahaan;

3)  Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;

4)  Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan
oleh Direksi;

5)  Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

6)  Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap
perlu;

7)  Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar;

8)  Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;

9)  Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu;

10) Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

11)  Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap
hal-hal yang dibicarakan;

12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau keputusan RUPS.

Pendelegasian Wewenang Dewan Komisaris.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenangnya kepada
anggota Dewan Komisaris lainnya melalui Surat Kuasa dengan tidak menghilangkan
sifat pertanggungjawabannya. Dewan Komisaris dapat menugaskan hal-hal yang
berkenaan dengan kewenangannya kepada komite-komite dan sekretaris Dewan
Komisaris. Hal lainnya sebagaimana diatur dalam tata tertib Dewan Komisaris.

Kewajiban Dewan Komisaris.

1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
perusahaan;

2)  Meneliti dan menelaah serta menandatangani RIPP dan RKAP yang disiapkan
oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

3) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RIPP dan RKAP
mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RIPP dan RKAP;

4)  Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan
saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi
pengurusan perusahaan;

5)  Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya
kinerja perusahaan;

6)  Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan
Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

7)  Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan
tahunan, apabila diminta;

8)  Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;

9)  Membentuk Komite Audit;

PT Danareksa (Persero)
















































































































